NILAI-NILAI KEADILAN
DALAM PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL
PADA MASYARAKAT PIDIE ACEH

Qi)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI’AH

OLEH:

SYAIBANI, S.H.
19203010066

PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M.HUM.

MAGISTER ILMU SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
. FAKULTAS SYART'AH DAN HUKUM
uo JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-982/Un. 02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul ~ :NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK KEWARISAN BILATERAL PADA

MASYARAKAT PIDIE ACEH
yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : SYAIBANL S.H
Nomor Induk Mahasiswa + 19203010066
Telah divjikan pada + Jumar, I8 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir tA

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

%8 Penguji Il 14 08 Pengyjilll

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., MAg.
A% SIGNED

SIGNED

UIN Sunan Kalijpga
Dekan Fakultas Syari'sh dan Hukum

A Prof. D, Drs. H. Makbrus, SH. M b,
SIGNED




PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaibani S.H

NIM 119203010066

Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya
dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau

melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang
berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

menyatakan,

i Syaibani, S.H
NIM. 19203010066



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Syaibani, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing

berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama . Syaibani, S.H

NIM ;19203010066

Judul Tesis . “NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK
KEWARISAN BILATERAL DI MASYARAKAT
PIDIE ACEH”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Magister llmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera
dimunagasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 M

Pembimbing,

/QMW —
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 1993031 002




ABSTRAK

Kewarisan bilateral merupakan sistem penetapan ahli waris dengan cara menarik
dua garis keturunan yaitu ayah dan ibu. Jadi, dengan sistem seperti ini maka kedudukan
antara anak laki-laki dan perempuan yaitu sama. Fenomena yang Penyusun jumpai di
masyarakat Pidie Aceh menggunakan sitem kewarisan bilateral dengan menggunakan
konsep hibah/hareuta peunulang. Hareuta peunulang merupakan hibah yang diberikan
oleh orang tua kepada anaknya. Masyarakat Pidie yang melakukan pembagian harta
warisan dengan menggunakan hukum adat, yaitu dengan cara bagi rata sesama ahli waris.
Menurut pemahaman masyarakat Pidie, apabila pembagian harta warisan dilakukan
dengan cara bagi rata semua ahli waris akan mendapatkan hak dari pewaris secara adil.
Tentu hal ini berbeda dengan prinsip hukum Islam yang membagikan dengan konsep 2:1
antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan Qs. An-nisa’ ayat 21. Dengan adanya
perbedaan konsep ini Penyusun tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai
pembagian kewarisan secara bilateral pada masyarakat Pidie Aceh dengan pendekatan
teori kewarisan bilateral Hazairin dan sosial Talcot Prason.

Jenis penelitian yang dilakukan Penyusun adalah penelitian lapangan, dengan
metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang
digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis dengan kewarisan bilateral
Hazairin dan Fungsionalisme Struktural Talcot Parson, sumber data terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer, yaitu beberapa tokoh adat dan alim ulama
masyarakat Pidie, Aceh. Data sekunder, yaitu segala jenis aturan, hukum adat aceh,
literatur buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitan ini. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi,
serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif dan
induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pembagian warisan pada
masyarakat Pidie Aceh dilakukan dengan cara hibah/hareuta peunulang terlebih dahulu,
hareuta peunulang merupakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai
bekal untuk pernikahan. Selanjutnya, sisa harta setelah diambil hibahnya baru dibagikan
sesuai dengan hukum Islam yaitu 2:1, setelah itu baru dibagikan secara kekeluargaan, jika
hasilnya belum rata maka anak laki-laki menghibahkan sebagian harta tersebut dengan
anak perempuan agar harta yang didapatkan menjadi sama rata semua antara anak laki-
laki dan perempuan. Kedua, pembagian warisan secara bilateral di masyarakat Pidie Aceh
menurut pemikiran hazairin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hibah awal yang
diberikan orang tua tersebut sesuai dengan kondisi dari si anak. Setelah itu pembagian
dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Setelah selesai, baru diselesaikan secara
kekeluaragaan atas dasar kerelaan dan saling menerima bagian masing-masing sama rata
agar tidak terjadinya konflik. Ketiga, fungsionalisme struktural sebagai alasan kewarisan
bilateral dalam tradisi masyarakat Pidie Aceh, bahwa semua elemen dalam masyarakat
harus berada dalam keseimbangan dinamis, artinya pembagian kewarisan dibagikan sama
rata. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama
AGIL, bahwa masyarakat Pidie mampu beradaptasi dengan baik dengan hukum adat
terkait pembagian warisan secara bilateral. Dari segi tujuan kewarisan bilateral secara
jelas untuk keadilan merata bagi keluarga/masyarakat Pidie. Dari segi integrasinya bahwa
semua elemen masyarakat saling berkaitan satu sama lain, hukum yang dipakai berbaur
hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional peraturan tersebut disebutkan dalam
Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong. Latensi
pada kewarisan bilateral tercermin pada hubungan saling mensupport satu sama lain
dalam mempertahankan tradisi kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh.

Kata kunci: Nilai-nilai Keadilan, Kewarisan Bilateral, Masyarakat Pidie Aceh.



ABSTRACT

Bilateral inheritance is a system of determining heirs by drawing two lineages,
namely the father and mother. So, with a system like this, the position between boys and
girls is the same. The phenomenon that the author encountered in the Pidie Aceh
community uses a bilateral inheritance system using the concept of peunulang
grants/hareuta. Hareuta peunulang is a gift given by parents to their children. The Pidie
community distributes inheritance using customary law, namely by dividing it equally
among the heirs. According to the understanding of the Pidie community, if the
distribution of inheritance is done in a way that is equally distributed to all heirs, they will
get the rights of the heirs fairly. Of course this is different from the principle of Islamic
law which divides the concept of 2:1 between men and women in accordance with Qs.
An-nisa' verse 21. With this difference in concept, the author is interested in learning
more about bilateral inheritance distribution in the Pidie Aceh community with Hazairin's
bilateral inheritance theory approach and Talcot Prason's social.

The type of research conducted by the author is field research, with qualitative
methods, the nature of this research is descriptive analytic research, the approach used by
the authors is an empirical sociological approach with Hazairin bilateral inheritance and
Talcot Parson Structural Functionalism, data sources consist of primary data and
secondary data. Primary data, namely several traditional leaders and religious scholars of
the Pidie community, Aceh. Secondary data, namely all kinds of rules, aceh customary
law, literature books, journals, books and articles related to the focus of this research.
Data collection techniques in research consist of observation, interviews, and
documentation, as well as the framework used in data analysis is deductive and inductive
methods.

The results showed that: First, the distribution of inheritance to the Pidie Aceh
community was carried out by way of grants/hareuta peunulang first, hareuta peunulang
is a grant given by parents to their children as provisions for marriage. Furthermore, the
remaining assets after the grant is taken are then distributed according to Islamic law,
namely 2: 1, after which they are distributed as a family, if the results are not equal, then
the son donates part of the property to the daughter so that the assets obtained are equally
distributed between boys and girls. Second, the distribution of inheritance bilaterally in
the Pidie Aceh community according to hazairin's view has fulfilled the values of justice,
because the initial grant given by the parents is in accordance with the condition of the
child. After that the distribution is carried out in accordance with Islamic law. When
finished, it is only resolved in the family on the basis of willingness and mutual
acceptance of each other's share equally so that there is no conflict. Third, structural
functionalism as a reason for bilateral inheritance in the tradition of the Pidie Aceh
community, that all elements in society must be in a dynamic balance, meaning that the
division of inheritance is distributed equally. This can be seen in Talcot Parson's four
imperative functions called AGIL, that the Pidie people are able to adapt well to
customary law regarding bilateral inheritance distribution. In terms of bilateral
inheritance, the objective is clear for equitable justice for the Pidie family/community. In
terms of its integration, that all elements of society are interrelated with one another, the
law used blends customary law, Islamic law and national law. The regulations are
mentioned in the Pidie District Qanun Number 8 of 2011 concerning Gampong
Government. Latency in bilateral inheritance is reflected in the relationship of mutual
support for one another in maintaining the tradition of bilateral inheritance in the Pidie
Aceh community.

Keywords: Values of Justice, Bilateral Inheritance, Pidie Aceh Community.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian menandakan akhir dari perjalanan hidup seseorang, maka setiap
individu pasti akan mengalaminya. Namun, persoalan terjadi ketika seseorang
meninggal dunia dengan meninggalkan harta, yang terkadang disebut sebagai
warisan atau tirkah. Undang-undang apa yang harus kami terapkan untuk
menyelesaikan atau membagi warisan? Islam, agama ideal, mengatur setiap
bidang kehidupan manusia, termasuk pertanyaan tentang pembagian aset yang
ditinggalkan setelah kematian. Bidang hukum yang mengatur pengalihan harta
dikenal sebagai hukum waris atau hukum faraid.*

Menurut Pasal 171 huruf (@) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris
adalah pengaturan yang mengatur pembagian hak milik atas harta warisan (tirkah)
kepada ahli waris. Berdasarkan kedua definisi tersebut, jelaslah bahwa hukum
waris Islam mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada
orang yang masih hidup (yang berhak secara hukum untuk memperolehnya).
Meliputi apa yang diwariskan, siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian
atau bagian yang diberikan setiap ahli waris, serta kapan dan bagaimana tata cara

penjualan dilakukan.?

! Abdul Karim, “Makna Kematian dalam Perspektif Tasawuf,” ESOTERIK, Vol. 1:1
(2015), him. 22.

2 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Gema Insani, 1994), him. 129.



Mayoritas ahli hukum Islam mendefinisikan warisan sebagai semua
harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa barang bergerak
maupun tetap, termasuk barang dan uang pinjaman serta barang yang terkait
dengan hak orang lain, seperti barang yang digadaikan sebagai agunan hutang
selama pewaris masih hidup.?

Qs. An-Nisa’ Ayat 10 mengatur masalah yang berkaitan dengan warisan.
Ini juga mengatur warisan, menurut Qs. An-Nisa’ ayat 11. Setiap mukmin wajib
mengikuti petunjuk Allah tentang aturan waris sebagaimana tercantum dalam Al-
Qur'an; mereka yang melakukannya tidak akan dikenakan hukuman neraka.*

Hukum waris di Indonesia menganut sistem pluralistik. Di Indonesia,
pembagian warisan dilakukan menurut tiga perangkat hukum: hukum adat,
Hukum Islam dan Burgelik Wetboek. Sampai saat ini terlihat jelas bahwa sistem
pewarisan yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya terdiri dari
tiga macam, yaitu: pertama, sistem patrilineal, yaitu memilih ahli waris dengan
mengutamakan garis keturunan laki-laki. Yang kedua adalah sistem matrilineal,
yang mengutamakan garis keturunan perempuan dalam memutuskan siapa yang
akan mewarisi. Metode ketiga adalah bilateral atau parental, yaitu memilih ahli
waris dengan mempertimbangkan garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Menurut Hazairin, suku Batak menganut sistem patrilineal, suku Minangkabau

3 Masjfuk Zuhd, Masail Fighiyah (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994), him. 57.

4 An-Nisa’ (4):13 dan 14.



menganut sistem matrilineal, dan suku Jawa menganut sistem bilateral
(parental).®

Warisan bilateral adalah cara memilih ahli waris dari garis ibu dan garis
ayah tanpa memihak salah satunya. Sistem pewarisan bilateral ini berbeda dengan
sistem patrilineal dan matrilineal dimana status laki-laki dan perempuan tidak
dibedakan dan dianggap setara. Cara pewarisan ini sudah lama ada di kalangan
masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate, dan penduduk Lombok. Perhatian
utama dalam pandangan reformasi Hazairin tentang hukum waris Islam adalah
sistem ketiga ini.

Setelah menganalisis beberapa ayat dalam Al-Qur'an, khususnya Qs. An-
An-Nisa’ ayat 23 dan 24, Hazarin sampai pada kesimpulan bahwa sistem
pewarisan berdasarkan kekerabatan (bilateral) sejalan dengan hukum Islam.
Dalam karya-karya figh tradisional, yang menguraikan hukum waris Islam
berdasarkan sistem patrilineal, para ulama sebelumnya telah mengungkapkan
pandangan yang berbeda dari Hazairin, yang tampaknya bertentangan dengan
posisi Hazairin.

Hazairin menggarisbawahi bahwa baik Al-Qur'an maupun Hadits
menganjurkan struktur masyarakat berbasis keluarga daripada sistem kekerabatan
atau pewarisan dengan pola unilateral, seperti patrilineal atau matrilineal, maka
hukum waris harus mengikutinya.® Sistem pewarisan yang membagi ahli waris

menjadi ashab al-furudh, ashobah, dan dzawi al-arham, sering dirinci dalam

5> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta: TP,
1982), him. 37.

6 Hazairin, him. 2.



teks-teks fikih Sunni. Hazairin membagi ahli waris menjadi dzawi al-furudh,
dzawi al-garabah, dan mawali menurut sistem pewarisan bilateralnya.’

Penemuan Penyusun tentang fenomena unik dalam budaya masyarakat
Kabupaten Pidie di Aceh adalah bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh
masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap tradisi atau adat istiadat
yang berkembang dan masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga dewasa ini.
Banyak orang Pidie mengikuti hukum adat, yang membagi warisan secara merata
di antara semua ahli waris. Masyarakat Pidie menganggap mereka akan
diperlakukan sama jika semua ahli waris mendapat bagian yang adil dari harta
warisan.®

Orang Pidie membagi warisan dengan dua cara: laki-laki mendapat lebih
banyak dari perempuan, atau 2:1 (dua banding satu); dan laki-laki dan perempuan
menerima jumlah yang sama, atau 1:1 (satu banding satu). Dalam masyarakat,
pembagian warisan secara tradisional dilakukan dengan dua cara: bagian laki-laki
lebih besar dan bagian perempuan dibagi 2:1, dan bagian laki-laki dan perempuan
dibagi rata 1:1 (satu banding satu).®

Pembagian harta warisan keluarga yang sering dipandang tidak sesuai
dengan syariat Islam menjadi pertanyaan hukum yang disoroti dalam penelitian

ini sebagai penyimpangan dari realitas skenario tersebut. Namun kebenaran juga

7 Abdul Halim, “Hazairin Dan Pemikirannya Tentang Pembaharuan Hukum
Kekeluargaan Dalam Islam,” Penelitian Jurnal Agama, Vol. 18:7 (1998), him. 36.

8 Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di
Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum
Islam,” Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2023), him. 79.

® 1bid., him. 79.



menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak lagi sejalan dengan semangat
keadilan bagi rakyat Indonesia, sehingga banyak umat Islam yang menolaknya.

Muhammad Daud Ali, ahli hukum dari Aceh, memberikan pandangan
lain tentang apakah boleh meninggalkan sistem waris Islam dengan struktur
bilateral.!® Dia mengatakan bahwa umat Islam Indonesia harus memiliki hak
untuk mengubah atau membuat aturan waris Islam sesuai dengan kebutuhan
penduduk Muslim Negara saat ini. Salah satunya adalah kemampuan mengubah
hukum waris Islam dari prinsip patrilineal menjadi bilateral. Karena populasi
Muslim di Indonesia menganggap pendekatan seperti itu lebih logis dan dapat
diterima.

Masalah ini akan dikaji dalam hubungannya dengan teori fungsionalisme
sosial struktural Talcot Parsons dan teori keadilan bilateral Hazairin berdasarkan
ketertarikan Penyusun pada model sistem pembagian warisan berbasis keluarga.
Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tesis dengan judul
“Nilai-nilai Keadilan dalam Praktik Kewarisan Bilateral di Masyarakat Pidie

Aceh”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada sistem kekeluargaan bilateral

pada masyarakat Pidie, Aceh?

10 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2007), him. 141-42.



2. Apakah pembagian warisan dalam sistem kekeluargaan bilateral pada
masyarakat Pidie, Aceh telah memenuhi konsep keadilan hukum kewarisan
Islam?

3. Bagaimana fungsionalisme struktural masyarakat Pidie, Aceh dalam

kewarisan bilateral?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengeksplorasi praktik pembagian warisan pada sistem
kekeluargaan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh
b. Untuk menganalisis pembagian warisan dalam sistem kekeluargaan
bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh dengan konsep keadilan hukum
kewarisan Islam.
c. Untuk menganalisis fungsionalisme struktural masyarakat Pidie, Aceh
dalam kewarisan bilateral.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian dari tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis dan praktis, yaitu :
a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan saran atau sumbangan
pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum waris menurut
hukum adat dan hukum Islam terkait dengan keadilan waris dalam keluarga

Islam dalam struktur keluarga bilateral,



b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat
bagi masyarakat umum, tokoh adat, pemerintah, akademisi, dan praktisi
hukum, terutama notaris, sebagai acuan dalam pelaksanaan hukum dan
pengambilan keputusan tentang hak-hak anak perempuan terhadap orang

tuanya perihal harta warisan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan beberapa telaah kepustakaan terhadap buku-
buku, jurnal atau karya ilmiyah yang Penyusun anggap sesuai dengan tema yang
akan dibahas pada kajian ilmiah berikut, diantaranya penelitian Akmal Maulidi Al
Nashr, Ridwan Jamal, Chamim Tohari, Hilarius, Paramita, dan Mujiono, serta
Sirman Dahwal dapat diklasterisasikan ke dalam beberapa hal: sistem
kekerabatan bilateral, sistem kewarisan patrilineal, dan hukum kewarisan modern.

Variabel penelitian dengan bahasan sistem kekerabatan bilateral sudah
dibahas oleh Nashar, ia membahas tentang kedudukan perempuan secara lebih
detail dan bukan mengarahkan fokus kajian pada kewarisan dari keluarga yang
menganut sistem bilateral dalam hukum Islam, sehingga dominansi kajian terlihat
berbeda akan fokus bahasan utama yang ingin disampaikan.'* Jamal juga
membahas mengenai pewarisan bilateral di antara ahli waris yang berbeda agama,
terdapat disparitas antara sistem kekerabatan bilateral hukum perdata dan KHI.

Hukum perdata mengizinkan perjanjian pewarisan bilateral antara pasangan yang

11 Al Nashr, “Dominasi Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Bilateral (Studi Kasus Di
Kabupaten Pemalang),” hlm. 13.



berbeda agama, dimana ahli waris mendapatkan bagian berdasarkan ayah atau
ibunya. Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), dikatakan bahwa perbedaan
pendapat teologis menghalangi para pihak untuk saling mewarisi. Sekalipun
rumusan KHI hanya menegaskan bahwa ahli waris adalah seorang muslim pada
saat meninggalnya ahli waris, ternyata pungutan tersebut hanya memberikan
petunjuk persamaan iman sebagai syarat suksesi timbal balik.'? Selanjutnya dari
segi perspektif hukum Islam sistem kewarisan bilateral juga sudah dibahas oleh
Tohari bahwa membahas sistem kewarisan bilateral secara umum dengan
menggunakan perspektif hukum Islam secara ringkas.*®

Dilihat dari segi variabel sistem kewarisan patrilineal Hilarius, Paramita,
dan Mujiono menyebutkan bahwa anak perempuan dapat terus mendapatkan hak
waris dari orang tuanya melalui hibah dan wasiat, dan pembagian warisan juga
dapat dilakukan dengan cara demikian. Konflik tentang pembagian warisan dapat
diselesaikan secara damai.**

Dari segi variabel hukum kewarisan modern, Dahwal menyebutkan bahwa
Karena karakter hubungan yang dinamis ini, masih signifikan bagi masyarakat
Indonesia kontemporer, yang berpedoman pada norma-norma agama, etika, dan
pancasila. Namun modernisme di Barat tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia

saat ini. Dalam hal ini perlu dibentuk dan dibina keluarga inti dalam lingkungan

12 Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum
Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,” hlm. 1-13.

13 Tohari, “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” him. 63—
90.

14 Dewandaru, Prananingtyas, and Prasetyo, “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam
Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua,” him. 493-503.



rumah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan tidak mengabaikan
kewajiban keluarga untuk memberikan bantuan keuangan kepada sanak saudara
sesuai kebutuhan, sesuai dengan sifat dan tujuan perkawinan.*

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penelitian Penyusun ini
berbeda, penelitian ini juga membahas objek yang sama dengan sistem kewarisan
bilateral namun dilihat dari kacamata yang berbeda yaitu sistem kewarisan
bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh dengan menggunakan pendekatan teori
keadilan hazairin perspektif Islam dan teori sosial untuk melihat budaya Aceh
dalam sistem kewarisan bilateral dengan menggunakan pendekatan fungsional

struktural Talcot Parsons.

E. Kerangka Teoretik

1) Teori Keadilan dalam Kewarisan Islam
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil
adalah bertindak tidak sewenang-wenang, tidak memihak pada satu sisi, tidak
berat sebelah, adil sendiri memiliki kandungan arti bahwa suatu putusan dan
tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan
adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut satu

sisi belum tentu adil bagi sisi yang lain.
Pembahasan mengenai keadilan, sangat diperlukan memulai dengan

beberapa teori para ahli, salah satunya adalah plato. Menurut Plato dalam

15 Dahwal, “Hubungan Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat
Modern Indonesia,” him. 17-32.
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memaknai keadilan Plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivitas yang
memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai
organisme social, setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai
dengan posisi dan sifat alamiahnya. Rawls menyebutkan bahwa keadilan
tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam
jumlah yang sama.

2) Teori Keadilan Bilateral dalam Islam Menurut Hazairin

Sesuai dengan salah satu gagasannya yang terkenal, “Teori hukum waris
bilateral” dalam hukum waris Islam. Hazairin, seorang sarjana terkenal di bidang
hukum Islam dan hukum adat, telah menulis buku tentang bagaimana hukum
Indonesia diterapkan sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Dalam

kalimat berikut:

“Jika telah kita insafi bahwa al-Qur’an anti clan, tidak menyukai system
matrilineal dan patrilineal, karena sistem-sistem itu mengadakan syarat
exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik
ialah, bahwa dalam Al-Qur’an ayat 24 An-Nisa’ itu menghendaki sebagai
keridhaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral di mana orang
tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami. Dalam hubungan ini, maka
tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wal Jamaa’ah
membedakan ‘usbah dan yang bukan ‘usbah’, umpamanya dalam
lapangan kewarisan membedakan antara ‘asabat dengan pecahannya
binafsihi, bi’gairi dan ma’a gairi di satu pihak dan dzawu 'l arham di lain
pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut al-Qur’an, yaitu
kewarisan yang berpatok kepada fard’id dalam suatu sistem model
bilateral dan bukan model patrilineal.

Menurut Ahlussunnah Wal-Jama'ah, Dzawu’l arham dapat menyangkut
seorang wanita dalam ‘usbah-nya dalam warisan, tetapi umumnya menyangkut
individu dari ‘usbah lain, khususnya individu dari pihak suami putrinya atau

individu dari pihak ayah ibunya, yang mana pesta dapat disamakan dengan pesta
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anak boru dan mora bagi orang Batak dalam hal kedudukan seorang kahanggi.
Berlawanan dengan bentuk bilateral, ‘Usbah dan ‘asbat adalah jenis kekerabatan
patrilineal dalam semua aspeknya.*®

Hazairin menegaskan bahwa sistem pewarisan al-Qur'an yang meliputi zul
far'id, zul garabat, dan mawali, pada dasarnya merupakan sistem pewarisan
bilateral (orang tua). Pesan Allah SWT dalam kitab suci dan masyarakat secara
keseluruhan, yang memikul bobot langsung hukum, harus dipadukan dengan cita-
cita keadilan substantif agar hukum dianggap efektif, menurut pandangannya.’

Hal ini didasarkan pada kerangka hukum pewarisan dalam masyarakat
Indonesia yang meliputi pewarisan matrilineal dan bilateral serta pewarisan
patrilineal. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Syi'ah menjelaskan bahwa sistem
pewarisan bersifat patrilineal, masing-masing menggunakan istilah dzul fara’id,
asabah dan dzul arham. Oleh karena itu, apa yang ditetapkan oleh tulisan-tulisan
itu adil bagi semua orang dan bebas dari penafsiran apa pun.

Jelas dari sini bahwa umat Islam yang lahir dalam kelas sosial dan struktur
keluarga yang berbeda akan memiliki kemungkinan hidup yang beragam dan
memandang keadilan dengan cara yang berbeda, terutama dalam hal warisan.
Warisan hanya untuk seseorang yang lahir dalam struktur sosial patrilineal,

menurut Imam Syafi'i. Namun, orang-orang yang dibesarkan dalam pengaturan

16 Abdul Ghofur Anshiri, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: UGM
Press, 2012), him. 92.

7 1bid., him. 98.
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keluarga matrilineal mungkin percaya sebaliknya.'® Teori Hazairin disini untuk
mengeksplorasi pembagian kewarisan bilateral masyarakat Pidie, Aceh.

3) Teori Tashaluh dalam Pembagian Harta Warisan

Tashaluh dalam ilmu faraidh diartikan dengan Thakharuj yang dimaknai
dengan perjanjian atau perdamaian antara ahli waris disebut keluar
(pengunduran), dari sebagian ahli waris untuk menerima harta warisan dan
meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dan diganti dengan imbalan
tertentu dari harta warisan atau iluar harta warisan, baik perjanjian daiantara

semua ahli waris atau sebagian dari mereka.

Dalam Islam Tashaluh dikenal sebagai pembagian harta waris yang
didasarkan pada prinsip perdamaian atau persetujuan antara para ahli waris bagi
yang mengundurkan diri atau keluar dari pada anggota ahli waris setelah
mengetahui pembagiannya masing-masing, bagi ahli waris dalam penerimaan
harta pusaka dengan memberikan suatu hasil, baik hasil tersebut berasal dari harta
milik orang yang pada mengundurkan dirinya, maupun berasal dari harta

peninggalan yang bakal didistribusikan pada ahli waris.
4) Teori Fungsionalisme-Struktural Talcont Persons

Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang mengandaikan
bahwa bahwa salah satu cara untuk melihat masyarakat adalah sebagai sistem
yang terdiri dari unsur-unsur yang terkait dan bahwa satu unsur tidak dapat

bekerja dalam isolasi dari bagian lain, diterapkan oleh Penyusun dalam penelitian

18 1bid., him. 98.
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ini. Kemudian, ketika modifikasi di satu area mengakibatkan ketidakseimbangan,

perubahan di bagian lain akan mengikuti. Sementara premis fundamental dari ide

ini adalah bahwa segala sesuatu harus berfungsi atau bekerja agar masyarakat
dapat berfungsi sebagaimana dimaksud.*®

Pendekatan sosiologis yang disebut teori struktural-fungsional digunakan
untuk menganalisis institusi keluarga. Premis dari gagasan ini adalah bahwa
masyarakat terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama
lain. Teori ini mencari komponen fundamental yang paling berpengaruh pada
masyarakat, mencirikan tujuan masing-masing komponen, dan menjelaskan
bagaimana komponen ini berinteraksi satu sama lain.?

Menurut Talcott, masyarakat harus memenuhi 4 (empat) kebutuhan
mutlak agar dapat beroperasi. Empat persyaratan selanjutnya disebut AGIL
adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Masyarakat harus
melakukan tugas-tugas tertentu untuk bertahan hidup, terutama:?*

1. Adaptasi (adaptation), bahwa suatu sistem perlu beradaptasi untuk
menghadapi keadaan eksternal yang menantang. Baik sistem maupun
lingkungan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan masing-masing;

2. Pencapaian tujuan (Goal) berarti bahwa suatu sistem telah memenuhi tujuan

utamanya, yang harus ditentukan dan dicapai;

19 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), him. 48.

20 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender
(Bandung: Mizan, 1999), him. 56.

21 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana,
2010), him. 118.
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Intregasi (intergration), bahwa pengaturan interaksi antara bagian-bagian

yang membentuk suatu sistem. Sistem tambahan harus mengontrol hubungan

antara tiga tugas penting tambahan;

Pemeliharaan pola (latency), bahwa penting untuk menyeimbangkan

motivasi individu dan tren masyarakat yang mendorong dan mempromosikan

motivasi yang dipelihara, dan ditingkatkan oleh suatu sistem.

Dalam sistem AGIL Parsons, yang digunakan untuk semua level sistem

teoretis. Ada empat sistem tindakan dalam skema AGIL yang menguraikan

fungsionalitas potensialnya. beberapa lainnya:

a.

Sistem kepribadian, yang menjalankan tugas mencapai tujuan dengan
merumuskan tujuan sistem dan mengalokasikan sumber daya untuk
mencapainya,;

Sistem sosial yang mengatur bagian-bagian penyusunnya dan
menjalankan fungsi integrasi;

Organisme perilaku, yaitu sistem yang mengatur fungsi adaptif dengan
memodifikasi dan mengadaptasi lingkungan luar;

Untuk menginspirasi para aktor untuk berperilaku, sistem budaya, atau

budaya, memberi mereka norma dan nilai yang mereka butuhkan.

Teori Parsons tentang tingkat analisis sosial dan hubungan di antara

mereka sangat jelas dalam sistem tindakan ini. Level diatur di dalam Sistem ini

dalam dua cara, dan struktur hierarki terlihat jelas. Keadaan dan energi yang

dibutuhkan untuk setiap tingkat yang lebih rendah dijelaskan terlebih dahulu.
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Kedua, dalam hirarki, tingkat atas memiliki pengaruh terhadap tingkat yang lebih
rendah.?? Dalam penelitian ini, teori fungsional struktural digunakan sebagai lensa
untuk melihat realitas sosial dan sebab-sebab praktik pembagian warisan secara

bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

F. Metode Penelitian

Untuk membantu penelitian dan penciptaan hasil penelitian dengan
kesimpulan metodis, diperlukan metodologi penelitian yang ditentukan saat
membuat artikel ilmiah. Proses persiapan berikut digunakan untuk membuat tesis
ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan di tempat,
yang membedakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian lainnya.
Konsekuensinya, informasi dikumpulkan melalui pertemuan dengan responden,
melakukan wawancara, dan melakukan observasi.??

Dalam tesis ini, penelitian kualitatif khususnya penelitian yang dilakukan
dalam setting alamiah merupakan metodologi penelitian yang dipilih.?* Menurut

Moleong, data deskriptif dihasilkan melalui pendekatan penelitian kualitatif dari

22 George Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir
Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), him. 409-10.

23 gafar Silaen and Widoyono, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penyusunan Skripsi
dan Tesis (Jakarta: Media, 2013), him. 17.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kualitatifdan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2011), him. 14.
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individu dan aktor yang diamati dalam lingkungan sehari-hari melalui kata-kata
tertulis atau lisan.?® Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Pidie
Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pembagian

kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, artinya akan
memberikan gambaran yang akurat dan faktual tentang fakta atau sifat-sifat
populasi tertentu di suatu wilayah tertentu dan penjelasan tentang masalah yang
berkaitan dengan fakta atau sifat tersebut. Analisis deskriptif studi, yang
menggambarkan data, didasarkan pada kerja lapangan dan berdasarkan informasi
yang dikumpulkan di Pidie, Aceh. Kemudian, dilakukan analisis menyeluruh
terhadap pembagian warisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh, berdasarkan
data primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu dengan
menggunakan observasi langsung, metode ini bertujuan untuk menyoroti proses
pencarian dan pengujian norma-norma hukum yang mengatur masyarakat.
Dengan cara mengamati langsung praktik pembagian kewarisan bilateral pada
masyarakat Pidie, Aceh. Penyusun melakukan pendekatan dengan mewawancarai
langsung tetua adat dan ulama masyarakat Pidie, Aceh.

4. Sumber Data

% Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Raja Rosdakarya, 2000),
him. 3.
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Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni primer?® dan sekunder?’.
Data primer dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh adat dan alim ulama pada
masyarakat Pidie, Aceh. Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini meliputi
segala jenis aturan, hukum adat aceh, literatur buku, jurnal, kitab dan artikel yang
berkaitan dengan fokus penelitian Penyusun perihal pembagian kewarisan
bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh.
5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berikut
untuk mendapatkan data dari lapangan:
a. Observasi

Pengamatan adalah kegiatan sehari-hari bagi manusia, yang menggunakan
panca indera penglihatan serta panca indera lainnya sebagai alat utama.
Akibatnya, observasi mengacu pada kapasitas seseorang untuk memanfaatkan
pengamatannya setelah menggunakan inderanya dan indera lainnya untuk
mengumpulkan informasi. Dengan kata lain, metode observasi adalah teknik
pengumpulan data yang mengandalkan observasi dan penginderaan. Penyusun
mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan observasi langsung di
lapangan atau di lokasi penyelidikan.?®

b. Wawancara

26 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2013), him. 376.
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2020), him. 104.

28 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Illmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), him. 115.
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Untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan, Penyusun
menggunakan wawancara mendalam yang melibatkan kontak dan tanya jawab
(komunikasi langsung) dengan responden secara mendalam dan detail.
Wawancara mendalam adalah metode untuk menginterogasi informan atau
narasumber secara langsung guna mengumpulkan informasi untuk tujuan
penelitian.?® Dalam hal ini Penyusun mewawancarai beberapa tokoh adat yang
ditemui pada masyarakat Pidie, Aceh.

c. Dokumentasi

Pendekatan ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode ini pada dasarnya
berfungsi sebagai alat untuk melacak data historis. Dokumenter dapat dibagi
menjadi dua kategori: dokumen pribadi dan dokumen resmi.*® Catatan tertulis
tentang perbuatan, pengalaman, dan pandangan seseorang disebut surat pribadi.
Surat pribadi, buku harian, dan otobiografi adalah contoh makalah pribadi.

Makalah internal dan eksternal membentuk kategori dokumen resmi.
Memo, pengumuman, instruksi, peraturan lembaga, dan risalah rapat adalah
contoh surat kabar internal. Dokumen eksternal, di sisi lain, adalah item informasi
yang diterbitkan oleh suatu organisasi, seperti terbitan berkala, pemberitahuan,
berita yang didistribusikan media, pengumuman, atau peringatan. Mencari
informasi tentang item atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, dan

sumber lainnya dikenal dengan pendekatan dokumentasi. Dengan menggunakan

2 |bid., him. 108.

30 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial (Bandung: Mandar Maju,
1986), him. 298-308.
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metode ini, data dari item dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian

ditemukan.®!

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, strategi analisis data kualitatif digunakan. Data harus
bersifat deskriptif analitis, yaitu harus menjelaskan dengan sangat rinci tentang
perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, agar analisis data kualitatif
yang digunakan dalam penelitian empiris mengungkapkan kebenaran. Metode
utama penelitian ini adalah analisis kualitatif, berfokus pada kualitas data
penelitian, dengan memilih kualitas data yang relevan dengan penelitian untuk
dianalisis.®> Analisis penelitian ini dilengkapi dengan melihat praktik pembagian
kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie, Aceh. Kemudian, diseleksi menurut
kualitasnya untuk memudahkan dalam interpretasi data dan membentu

menangkap temuan analisis data pada masyarakat Pidie, Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menawarkan penjelasan metodis dan garis besar untuk
membantu pembaca memahami gambaran besar dari konsep ini. Tesis ini dibagi
menjadi lima bab sebagai berikut: Bab I, Bab I, Bab Il, Bab IV, dan Bab V.

Adapun sinopsis dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

3 Ibid., him. 308.

32 Faisal Ananda Arfa, Metode Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Prenada Media Group,
2018), him. 12.
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Bab | Pendahuluan: Pada bab ini, dipaparkan gambaran dasar penelitian.
Dimulai dengan penjelasan tentang latar belakang dan rumusan masalah,
dilanjutkan dengan tinjauan literatur terkait, tujuan dan kegunaannya,
pembahasan proses penelitian, dan analisis sistematik. Poin-poin penting dari bab
ini adalah ringkasan dari proyek penelitian lengkap, yang merupakan tahap awal
dari penelitian ini. Selain itu, bab-bab selanjutnya memberikan detail secara lebih
mendalam.

Bab Il menjelaskan tentang konsep umum dalam penelitian ini, dengan
tema besar ketentuan hukum kewarisan Islam. Pemabahasan ini dimulai dari
pengertian hukum kewarisan dan dasar hukumnya. Selain itu, juga membahas
sebab, rukun dan syarat kewarisan. Kemudian, hak dan kewajiban ahli waris
terhadap pewaris serta membahas sitem kewarisan ahli waris dan bagiannya,
penghalang kewarisan. Evolusi hukum waris Indonesia kemudian dibahas dari
perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan BW.

Bab Ill temuan di lapangan, pada bab ini Penyusun membahas hasil
temuan dilapangan mengenai praktik kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie,
Aceh. Dimulai dengan mengeksplorasi aspek sosio-historis masyarakat Pidie,
Aceh, sistem kekerabatan, gambaran pembagian warisannya, serta ragam alasan
pembagian warisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh. Terakhir otoritas
hukum adat dalam hukum kewarisan masyarakat Pidie, Aceh. Bab ini sebagai
pedoman dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV analisis, Penyusun akan memberikan analisis terhadap temuan

penelitian pada bab ini. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, sebagaimana
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ditunjukkan dalam identifikasi masalah, fakta-fakta dalam bab ini telah dipelajari
dengan menggunakan metode teoritis atau konseptual yang diputuskan untuk
digunakan dalam studi mendalam. Bab ini dengan tema besar fungsionalisme
struktural dan nilai keadilan dalam tradisi kewarisan bilateral masyarakat Pidie,
Aceh. Dimulai dengan analisis tentang bagaimana adaptasi, tujuan, integrasi nilai-
nilai keadilan dan pemeliharaan budaya hukum kewarisan bilateral pada
masyarakat Pidie, Aceh.

Bab V penutup, termasuk rekomendasi berdasarkan temuan investigasi.
Simpulan merupakan rekap dari keseluruhan pembahasan dan memuat tanggapan
singkat atas rumusan masalah yang telah teridentifikasi dalam identifikasi
masalah. Sedangkan kritik adalah gagasan, masukan, saran, dan usulan yang
berkaitan dengan temuan yang dicapai. Diakhiri dengan lampiran-lampiran yang
berkaitan dengan temuan kajian di lapangan yang berfungsi sebagai pembahasan

atas temuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut temuan penelitian, dapat dikatakan demikian: Pertama, pembagian
warisan pada masyarakat Pidie Aceh dilakukan dengan cara hibah/hareuta peunulang
terlebih dahulu, hareuta peunulang merupakan hibah yang diberikan orang tua kepada
anaknya sebagai bekal untuk pernikahan. Selanjutnya, sisa harta setelah diambil hibahnya
baru dibagikan sesuai dengan hukum Islam yaitu 2:1, setelah itu baru dibagikan secara
kekeluargaan, jika hasilnya belum rata maka anak laki-laki menghibahkan sebagian harta
tersebut dengan anak perempuan agar harta yang didapatkan menjadi sama rata semua

antara anak laki-laki dan perempuan.

Kedua, pembagian warisan secara bilateral di masyarakat Pidie Aceh menurut
pemikiran hazairin sudah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hibah awal yang
diberikan orang tua tersebut sesuai dengan kondisi dari si anak. Setelah itu pembagian
dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Setelah selesai, baru diselesaikan secara
kekeluaragaan atas dasar kerelaan dan saling menerima bagian masing-masing sama rata
agar tidak terjadinya konflik. Ketiga, fungsionalisme struktural sebagai alasan kewarisan
bilateral dalam tradisi masyarakat Pidie Aceh, bahwa semua elemen dalam masyarakat
harus berada dalam keseimbangan dinamis, artinya pembagian kewarisan dibagikan sama
rata. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama
AGIL, bahwa masyarakat Pidie mampu beradaptasi dengan baik dengan hukum adat
terkait pembagian warisan secara bilateral. Dari segi tujuan kewarisan bilateral secara
jelas untuk keadilan merata bagi keluarga/masyarakat Pidie. Dari segi integrasinya bahwa

semua elemen masyarakat saling berkaitan satu sama lain, hukum yang dipakai berbaur
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hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional peraturan tersebut disebutkan dalam
Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong. Latensi
pada kewarisan bilateral tercermin pada hubungan saling mensupport satu sama lain
dalam mempertahankan tradisi kewarisan bilateral pada masyarakat Pidie Aceh.
Keempat Praktik Tashgluh dalam pembagian kewarisan sudah sangat dekat
dengan metode pembagian waris masyarakat Pidie, Aceh selama ini, akan tetapi
metode ini dapat menjadi jawaban untuk kosep hibah yang selama ini terjadi

dalam praktek pembagian kewarisan dalam masyarakat Pidie, Aceh.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam praktik
kewarisan bilateral di masyarakat Pidie Aceh, sebagaimana yang tertera dalam

kesimpulan di atas. Saran dari penelitian ini ialah:

1. Teruntuk masyarakat sedapat mungkin mampu beradaptasi dengan perpaduan
sistem hukum yang ada di Kabupaten Pidie.

2. Bagi pemuka adat diharapkan mampu mempertahankan tradisi kewarisan
bilateral tanpa mengesampingkan hukum agama dan hukum negara.

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sistem kewarisan yang

mengkhususkan perempuan karena terkesan bias gender.
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